| SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun

anggaran 2017;



Mengingat

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2017
perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomar 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi,Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
149 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5243);



12.

13.

14.

15,

16.

&7 8

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang



18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



25.

26.

27,

28.

29.

30.
31.

32.

33.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten
Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor?7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor
9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 3).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
Dan
BUPATI SEKADAU

MEMUTUSIKAN: :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 890.644.134.361,80 bertambah
sejumlah  Rp. 22.748.126.032,07 sehingga menjadi Rp. 913.392.260.393,87 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 851.367.924.361,80
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 44.020.859.056,12
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.895.388.783.417,92




Belanja

a. Semula Rp.890.644.134.361,80
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 22.748.126.032,07
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.913.392.260.393,87
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (18.003.476.975,95)
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 50.211.375.060,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 34.104.837.420,12

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 84.316.212.480,12
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp.694.113.304.939,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.438.091.509,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.697.551.396.448,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 107.043.244.362,80

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.477.930.127,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp.113.521.174.489,80

Perubahan



(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan

Rp
Rp

15.868.507.060,00
1.003.849.514,00

Rp.
Rp.

Rp.16.872.356.574,00

3.636.580.000,00
828.739.600,00

Rp.
Rp.

Rp. 4.465.319.600,00

7.164.830.000,00
496.795.452,00

Rp

Rp.

Rp. 7.661.625.452,00

23.541.458.000,00
31.775.452.854,12

Rp. 55.316.910.854,12



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 25.042.778.939,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.298.696.109,00
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 27.341.475.048,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 507.647.544.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.458.867.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.503.188.677.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 161.422.982.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.598.262.400,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp.167.021.244.400,00
Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
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. Dana Darurat Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0.00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 28.522.460.362,80
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.477.930.127,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 35.000.390.489,80

. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 78.520.784.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Rp. 78.520.784.000,00
Perubahan

. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp. 0,00

Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

11



1.

Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

b. Belanja bunga :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp.418.963.885.015,80

Rp.

3.562.393.858,07

Rp.
Rp

471.680.249.346,00
19.185.732.174,00

Rp.

261.240.474.565,80

Rp. 3.414.896.878,07
Rp. 0,00
Rp. 0,00
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Rp.422.526.278.873,87

Rp.490.865.981.520,00

Rp.264.655.371.443,87

Rp. 0,00



. Belanja Subsidi :

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

. Belanja Hibah :

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan

Belanja Bagi Hasil :

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan

. Belanja Bantuan Keuangan :

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja bantuan Keuangan setelah Perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 34.305.189.250,00
Rp (467.361.250,00)
Rp 3.000.000.000,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp 0,00
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Rp. 0,00

Rp. 33.837.828.000,00

Rp. 3.000.000.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00



h. Belanja Tidak Terduga :

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Rp. 0,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Belanja Barang dan Jasa :
1) Semula Rp. 214.710.285.996,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 11.616.417.734,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.226.326.703.730,00
c. Belanja Modal :
1) Semula Rp. 256.969.963.350,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 7.569.314.440,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.264.539.277.790,00
Pasal 4
1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1)
terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah :
1) Semula Rp. 39.276.210.00,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (21.272.733.024,05)

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 18.003.476.975,95
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b. Pengeluaran sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula Rp. 39.276.210.00,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (21.272.733.024,05)

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Rp. 18.003.476.975,95
Perubahan

b. Pencairan dana cadangan sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang Rp 0,00
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah  penerimaan pinjaman daerah setelah Rp. 0,00
Perubahan Rp. 0,00
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
Perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah setelah
Perubahan

c. Pembayaran pokok utang sejumlah :
1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
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Rp.

Rp.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1.

2,

B

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daearh dan organisasi SKPD, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daearh,organisasi SKPD, program dan
kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

. Lampiran [X Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaaan.
Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam

lembaran daerah.
Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal, 20 Nopember 2017

BUPATI SEKADAU

TTD

Diundangkan di sekadau RUPINUS
pada tanggal, 20 Nopember 2017
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SEKADAU,

TTD
ABDUL GANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (8) / (2017);

Salinan Sesual dengan asfinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

/
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